
 

BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 



1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 
 

 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3988); 
 

 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 

6409); 
 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 
 

 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

 

 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

 

 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan 



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 
 

 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan 

dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 
 

 



12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6906); 
 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6523); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota  Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6847); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang  

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 6178); 
 

 

 

 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);   

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 



Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 

2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2083); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 



Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1777); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 

5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 

3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 

Nomor 3); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 

3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 

1); 



40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 

4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2016  Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 

1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2021  Nomor 1); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 

Nomor 2); 

42. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2009 Nomor 9); 

43. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 37) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Kuantan Singingi Nomor 70 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun 2020 Nomor 70); 



44. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 38); 
 

45. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 64 Tahun 

2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2020 Nomor 64); 
 

 

46. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 71) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 37 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kesembilan atas 

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 37) 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

Dan 

BUPATI KUANTAN SINGINGI 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023. 



Pasal 1 

 (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas;  

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan   

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.     

 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :  

a. Pendapatan Rp 1.544.473.160.460,62

  b. Belanja Rp  1.546.133.123.161,16 

 Surplus/defisit Rp      ( 1.659.962.700,54) 

c.  Pembiayaan       

- Penerimaan Rp     180.390.922.966,44 

   - Pengeluaran                         Rp                             0,00 

 SILPA                                      Rp     178.730.960.265,90 

 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sebagai berikut :      

 (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah                                      

Rp6.568.054.006,62dengan Rincian Sebagai Berikut : 

a. Anggaran Pendapatan Rp  1.537.905.106.454,00 

b. Realisasi                              Rp  1.544.473.160.460,62 

  Selisih lebih/(kurang) Rp       (6.568.054.006,62) 

 

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Sejumlah                                               

Rp119.610.948.963,84 dengan Rincian Sebagai Berikut : 



a. Anggaran Belanja    Rp  1.665.744.072.125,00 

b. Realisasi Rp  1.546.133.123.161,16 

  Selisih lebih/(kurang)           Rp     119.610.948.963,84 
 

 

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit 

Sejumlah Rp(126.179.002.970,46) dengan Rincian 

Sebagai Berikut :  

a. Surplus/defisit Rp   (127.838.965.671,00) 

b. Realisasi                               Rp       (1.659.962.700,54) 

          Selisih lebih/(kurang)             Rp   (126.179.002.970,46) 
 

 

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan 

Pembiayaan Sejumlah Rp(344.271.456,44) dengan Rincian 

Sebagai Berikut :  

a. Anggaran Penerimaan    

     Pembiayaan  Rp     180.046.651.510,00 

b. Realisasi Rp     180.390.922.966,44 

 selisih lebih/(kurang) Rp        (344.271.456,44) 
 

 

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran 

Pembiayaan Sejumlah  Rp0,00 dengan Rincian Sebagai 

Berikut :  

a. Anggaran Pengeluaran   

Pembiayaan  Rp                             0,00 

b. Realisasi Rp                             0,00 

   Selisih lebih/(kurang) Rp                             0,00 
 

 

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto 

Sejumlah Rp(344.271.456,44) dengan Rincian Sebagai 

Berikut : 

a. Anggaran Pembiayaan Neto  Rp   180.046.651.510,00 

b. Realisasi Rp     180.390.922.966,44 

          Selisih lebih/(kurang) Rp        (344.271.456,44) 

 

  



Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 

Desember Tahun 2023 sebagai berikut :     

a. Jumlah Aset Rp  2.946.992.617.977,63 

b. Jumlah Kewajiban Rp       19.887.156.760,69 

c. Jumlah Ekuitas Rp  2.927.105.461.216,94 

 

Pasal 5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2023 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal  Rp     180.111.173.625,25 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp     202.039.423.421,31 

c. Arus kas dari aktivitas investasi  

 aset non-keuangan Rp   (203.699.386.121,85)                      

d. Arus kas dari aktivitas  

 pembiayaan  Rp                            0,00 

e. Arus kas dari aktivitas  

 non anggaran   Rp             41.553.761,00 

f. Saldo kas akhir  Rp     178.837.036.141,00 

 

Pasal 6 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2023 memuat 

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan.  

 
 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Angaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

  



a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;   

 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 

 Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan 

Menurut Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 

 Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan 

Jenis Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran  

Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d.  Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f.  Lampiran VI : Laporan Arus Kas;  

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; 

h.  Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i.  Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang 

Tidak Tertagih; 

j.  Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir; 

k.  Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah; 



l.  Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi 

Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah; 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 

n.  Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 

Pengerjaan;  

o. Lampiran XV  : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;  

                      p. Lampiran XVI  : Daftar Dana Cadangan Daerah;  

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r.  Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX  : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum 

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 

Dianggarkan Kembali dalam Tahun 

Anggaran Berikutnya; 

t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) 

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah; 

u. Lampiran XX.2 :   Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan 

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah; 
 

   

Pasal 8 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut 

dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

  



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

          

 

 

H. SUHARDIMAN AMBY  

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 

 

 

 

H. FAHDIANSYAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 

NOMOR : 4 TAHUN 2024

NOREQ PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI 

RIAU : 5.37.A/2024 

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal 27 Agustus  2024 

Ditetapkan di Teluk Kuantan,  
pada tanggal 27 Agustus  2024  

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 


